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BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 merupakan

putusan yang menguji konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada

frasa“wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut

biaya”. Terhadap permohonan uji materil, Mahkamah Konstitusi memutus
dalam amar putusannya yaitu “Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,
baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut ialah:

a. Bertentangan dengan Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), dan Pasal
31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Tidak sesuai dengan standar internasional perlindungan hak atas
pendidikan menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kerangka
UNESCO Right to Ecucation.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXI1/2024 secara yuridis

mengubah paradigma pembiayaan pendidikan dasar yang sebelumnya
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membedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Putusan tersebut
memperkuat prinsip bahwa pembiayaan pendidikan dasar merupakan
kewajiban negara, bukan beban satuan pendidikan atau peserta didik. Namun,
inkonsistensi antara pertimbangan dan amar putusan yang tetap memungkinkan
sekolah swasta melakukan pungutan menimbulkan persoalan baru dalam
implementasi. Hal ini berpotensi memperpanjang kesenjangan akses
pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah
yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus menempuh pendidikan di
sekolah swasta.Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi
penting dalam mendorong penataan ulang kebijakan pembiayaan pendidikan
dasar agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan

pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah harus segera merumuskan regulasi turunan
yang lebih operasional untuk menindaklanjuti putusan ini, sehingga tidak
terjadi multitafsir dalam penerapan pembiayaan pendidikan dasar di
lapangan. Pengaturan teknis harus mencakup skema pendanaan yang adil
dan proporsional bagi sekolah negeri maupun swasta.

2. Pemerintah perlu memperluas alokasi anggaran pendidikan melalui
mekanisme yang lebih adaptif agar dapat mengakomodasi kebutuhan
pendanaan satuan pendidikan swasta, terutama yang berfungsi melayani
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan afirmatif perlu
diberikan kepada sekolah swasta yang menjadi penyelenggara pendidikan

dasar bagi peserta didik dari kelompok rentan.
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3. Pengawasan terhadap implementasi pembiayaan pendidikan dasar harus
diperkuat, baik oleh pemerintah maupun lembaga independen, untuk
memastikan bahwa kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan dasar
tanpa diskriminasi benar-benar terlaksana. Transparansi anggaran dan
distribusi bantuan menjadi kunci agar tujuan pemerataan pendidikan dapat
tercapai.

4. Satuan pendidikan swasta diharapkan melakukan penyesuaian terhadap
pola pembiayaan internal sesuai dengan perkembangan regulasi dan tetap
mengutamakan prinsip keberpihakan kepada peserta didik. Kerja sama yang
sinergis antara pemerintah dan sekolah swasta perlu dibangun agar

pendidikan dasar dapat berjalan selaras dengan amanat konstitusi.
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